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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin                   Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa S es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha H ha (dengan titk di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س





 (Sad S es (dengan titik di bawah ص
 (Dad D de (dengan titik di bawah ض
 (Ta T te (dengan titik di bawah ط
 (Za Z zet (dengan titk di bawah ظ
 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostop ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 






2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin      Nama 
 ـ  
Fathah A            A 
 Kasrah I            I ـ  
 Dammah U            U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ي




a dan i 
  ك




a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 




Huruf dan Tanda 
 
Nama 
  ..ا|   ي ...















i dan garis di atas 
  و  




u dan garis di atas 
4. Ta  Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau 
mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya 
adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah 
itu transliterasinya dengan [h].  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ی) ) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ِـ)
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif 





biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas (-). 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هلال) 
Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 






10. Huruf Kapital  
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. : subhānahūwata, ālā 
saw. : sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s.  : „alaihi al-salām 
H : Hijrah 
M : Masehi 
SM : Sebelum Masehi 
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. : Wafat tahun 
Qs …/…:4 : QS An-Nisa/4:58 






Nama   : Mutmainna 
NIM   : 11000117006 
Judul   : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di     Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. 
Permasalahan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub 
masalah yang akan dikaji yaitu : 1.) Bagaimana praktik produk rahn emas di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani ? 2.) Bagaimana kekuatan dan 
kelemahan dalam sistem dan praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani ?. 3.) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik rahn 
emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani ?  
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
pegawai Pawning Appraisal, BO (Back Officer) dan Nasabah Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani. Selanjutnya, metode pengupulan data yang digunakan 
adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: koleksi data, reduksi data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik rahn emas pada Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani menggunakan tiga akad yaitu : akad qard, akad 
rahn dan akad ijarah yang dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak 
mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar, maysir, 
dan riba. Dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kekuatan dari produk rahn emas yaitu produk ini 
dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, 
Sedangkan kelemahan dari produk rahn emas dikarenakan adanya persyaratan untuk 
jenis emas yang menjadi bahan jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang gadai emas di perbankan.  
Implikasi dari penelitian ini ialah Sebaiknya Bank Syariah Indonesia dalam 
melakukan penjualan emas dan penjualan tidak dapat menutupi jumlah pinjaman serta 
nasabah tidak dapat membayar selisih, maka pihak bank tidak harus menunda 
penjualan sampai harga penjualan mencukupi pinjaman karena dalam jual beli 
menimbung barang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dan  dalam menjalankan 
operasionalnya harus berpedoman pada prinsip Syariah dan ketentuan yang tertuang 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jangan semata-mata untuk mendapatkan 
keuntungan akan tetapi harus mentekadkan niat untuk tolong-menolong dalam 
kebaikan. Serta harus lebih giat dalam mensosialisasikan produk yang dimilikinya 
terutama pada produk rahn emas agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui.  






A. Latar Belakang  
Saat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah kian marak 
di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan 
Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang 
pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam. 
Perbankan merupakan tempat bagi perorangan, maupun badan-badan usaha 
baik dari badan usaha swasta maupun milik negara untuk melakukan kegiatan 
perkreditan dan berbagai jenis pembiayaan lainnya yang diberikan, serta dapat 
melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.1 Sektor  
keuangan juga mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi 
dikarenakan Lembaga perbankan dapat memobilisasi suplur modal dari pihak ketiga 
untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan 
sebagai modal usaha.2 Perbankan juga merupakan Lembaga kepercayaan masyarakat 
                                                          
1Nur Taufiq Sanusi, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah 
Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah 2, no. 2 (2020) : h.2.  
2Kasjim Salenda, dkk, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 




(agent of trust), karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu peran yang paling 
penting untuk perkembangan suatu Lembaga.3 
Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 
konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang 
kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak 
sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara 
berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang 
dimilikinya.4 
Dalam hukum Islam bentuk pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman dapat 
meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya demi menjaga 
kepentingan pemberi pinjaman jangan sampai dirugikan. Apabila peminjam tidak tidak 
mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual kembali oleh 
pemberi pinjaman. Dalam hukum islam konsep ini dikenal dengan istilah rahn atau 
gadai.5 Sebelum memberikan pinjaman juga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu 
perjanjian antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Seperti yang telah 
                                                          
3Marilang, dkk, “Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan 
Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit”, Alauddin Law Develompent (ALDEV) 1, no. 1 (2019) : h.2. 
4Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Muamalah 5, no. 1 (2015) : 
h.81.. 
5Hadi Daeng Mapuna dan Ahmad Fatur Rahman, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas 
Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna : Jurnal 




dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 yaitu : “suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik”.6 
Didalam UU Hukum Perdata Pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai merupakan 
suatu hak yang didapatkan oleh kreditur atas suatu harta benda barang bergerak yang 
diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, 
serta yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan 
piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur lain, dengan pengecualian yang 
memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 
dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah 
barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.7 
Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) gadai diartikan sebagai 
hak penguasaaan barang milik peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan.8  
Dalam ilmu fiqh secara Bahasa gadai disebut rahn yang artinya adalah nama barang 
yang digunakan untuk jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ berarti 
memiliki sejumlah aset yang bisa dijadikan jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali 
sebagai tebusan. Menurut ulama Mazhab Maliki Rahn sebagai aset digunakan 
                                                          
6Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, 
Jurisprudentie 4, no. 2 (2017) : h.75. 
7Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana, 2010), h.387. 
8Erlina, dkk, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang 
Gadai Di Kabupaten Bantaeng”, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 




pemiliknya sebagai jaminan untuk mengikat utang.9 Dalam praktik gadai, objek yang 
boleh dijadikan sebagai barang jaminan bukan hanya untuk benda bergerak, melainkan 
juga boleh untuk barang tidak bergerak.10 
Gadai Syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn.11 Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn emas.12 Dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.13 
Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di 
berbagai bank syariah. 
Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai tidak hanya diterapkan dalam 
perusahaan Pegadaian saja tetapi Perbankan Syariah juga menyediakan produk berupa 
rahn dalam kegiatan operasionalnya. Rahn dalam Perbankan Syariah diartikan sebagai 
penahanan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dilakukan oleh 
pihak bank. Dalam dunia perbankan  rahn termasuk dalam akad pelengkap saja 
sedangkan dalam perusahaan pegadaian merupakan produk utama.14 
                                                          
9Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keungan Keungan Syariah (Yogyakarta : Ekonisia, 
2003), h.153.  
10Sohra, dkk, “Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 
1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap ”, Iqtishaduna : 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020) : h.20. 
11Fatwa DSN MUI No 25/DNS-MUI-III/2002. 
12Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. 
13Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008. 
14Khotibul Umam dan Setiawan Budi, Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika 




Dalam Syariah rahn ialah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang 
memungkinkan untuk ditarik kembali. Atau bisa juga diartikan dengan menjadikan 
suatu harta benda atau barang yang memiliki nilai sebagai jaminan utang sesuai dengan 
pandangan Islam. Dengan kata lain bahwa rahn adalah akad yang digunakan untuk 
menggadaikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain dengan utang sebagai 
gantinya.  
Unsur-unsur rahn (gadai) ialah orang yang memberikan barang jaminan disebut 
rahin, dan orang yang menerima barang jaminan disebut murtahin, sedangkan barang 
yang dijadikan jaminan disebut marhun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rahn 
(gadai) ialah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan 
dikembalikan disaat pinjaman tersebut telah dilunasi.15  
Rahn (gadai) ialah suatu perjanjian akad berupa utang piutang dengan 
menjaminkan suatu barang.16 Transaksi ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam 
QS al-Baqarah/2:283 
ٍر َوََلْ َتِ  َف ٰى َس َل ْم َع ُت  ْ ن ْن ُك َؤدِ  َوِإ يُ  ْل ا فَ  ًض ْع ْم بَ  ُك ُض ْع  َ َن ب ِم ْن َأ ِإ ۖ َف ٌة  وَض ُب ْق اٌن َم رَِه ا َف ًب ِت ا وا َك ُد
تَِّق اَّللََّ َربَُّه ۗ َوََل  يَ  ُه َوْل َت  َ ان َم ي اْؤُُتَِن َأ ۗ الَِّذ ُه  ُب ْل  َ نَُّه آِِثٌ ق ِإ ا َف َه ْم ُت ْك ْن َي ۚ َوَم َة  اَد َه وا الشَّ ُم ُت ْك َت
لِ  وَن َع ُل َم ْع  َ َا ت ُ ِِب  يمٌ َواَّللَّ
 
                                                          
15Nurjannah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah”, Iqtishaduna : 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020) : h.59. 
16Andi Safriani dan Ayu Reski Cahyani Putri Biri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah : Studi Kasus di Kabupaten Pinrang, ”, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah 





"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.17 
 
Produk industri perbankan Syariah terus mengalami perkembangan, salah 
satunya adalah gadai emas. Produk gadai emas bank Syariah merupakan produk 
pembiayaan berdasarkan agunan emas, sebagai pilihan untuk memperoleh pembiyaan 
secara cepat. Pinjaman gadai emas adalah fasilitas pinjaman gratis dengan deposit satu 
kali atau jaminan emas yang diangsur dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang 
diberikan akan tetap di bawah kendali atau pemeliharaan bank, untuk deposit ini 
nasabah harus membayar sewa. Bank harus memperhatikan faktor-faktor seperti 
kepercayaan, kesepakatan, tenggang waktu, dan risiko pada saat mengimplementasikan 
produk tersebut.18 
Bank muamalah merupakan bank milik pertama yang melandaskan 
operasionalnya dalam prinsip Syariah. Kemudian beberapa bank konvensional juga 
membuka unit layanan Syariah, salah satuhnya Bank Syariah Mandiri atau dalam hal 
ini pada 1 Februari 2021 telah dimerger dari tiga bank Syariah BUMN, yakni PT Bank 
                                                          
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur : Cahaya Press, 2014), h. 
49. 




BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah menjadi Bank Syariah 
Indonesia. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) sebagai salah 
satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN) yang kemudian 
dikonversikan menjadi Bank Syariah penuh.  
Bank Mandiri dalam hal ini bank syariahnya sebagai objek lokasi penelitian 
penulis menarik sebagai tempat penelitian karena bank tersebut adalah bank dengan 
aset jutaan miliar dan jaringan yang luas, dibandingkan dengan pendahulunya. BSM 
juga memiliki beberapa keunggulan komparatif, begitu pula dengan perkembangan 
politik terkini di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM 
akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk di kelolah 
secara Syariah.19  
Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri atau saat ini yang 
telah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia yang berada di daerah kota Makassar 
menawarkan beberapa produk, seperti produk dana, produk pembiayaan, dan produk 
jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Beberapa Produk Gadai Emas 
menerapkan 3 kombinasi akad yaitu akad qard, akad rahn, dan akad ijarah. 
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad qard, dengan objek 
agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn serta penyewaan tempat 
penyimpanan emas diikat dengan akad ijarah.  
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Dalam perbankan Syariah, prinsip dan asas yang dianut yaitu kerja yang ikhlas, 
dorongan spiritual keagamaan dengan harapan akan ada sanksi serta pahala yang 
didapatkan di kemudian hari. Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut yaitu al-Qur’an dan 
Hadis dimana berupa prinsip tolong menolong, keseimbangan, dan prinsip operasional 
yakni kehati-hatian dan profesional.20  
Namun dalam beberapa praktik gadai (rahn) pada umumnya masih 
membebankan, dan hal itu belum tergambar atau terlihat dari aspek sifat tolong 
menolong. Yaitu dalam praktik pihak penyedia gadai (Lembaga, perbankan, dan lain-
lain) masih juga membebankan berupa biaya-biaya tambahan lainnya. Namun 
masyarakat menerima biaya-biaya tersebut demi untuk mendapatkan uang, dengan 
menggadaikan emasnya. Dengan harapan emasnya akan kembali dengan tidak 
meminjam, yang seharusnya kebutuhan pinjaman itu sama nilai uangnya dengan harga 
emas yang digadaikan dengan risiko emas tidak akan kembali dan akan dimiliki oleh 
pihak gadai bilamana pemilik emas tidak mampu mengembalikan uang gadai tersebut. 
Kecuali masih diberi kesempatan membayar biaya-biaya/bunga atas uang dipinjamkan. 
Olehnya itu gadai emas ini pada dasarnya menerapkan beberapa prinsip seperti prinsip 
tolong-menolong (Ta’awun), prinsip Transparansi terhadap pemeliharaan emas dan 
prinsip Keterbukaan dari pihak penyedia gadai, begitu pun dengan penyertaan biaya-
                                                          
20Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, El-




biaya sehingga dalam praktik gadai ini kebutuhan uang yang diharapkan tidak 
berkurang dengan biaya tersebut.  
Dalam syariat Islam juga diperintahkan agar saling tolong menolong dimana 
yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang kurang mampu. 
Bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian dapat pula berbentuk pinjaman.21 
Bentuk tolong menolong dalam segi pinjaman dapat dikatakan sebagai kegiatan gadai 
(rahn) yang merupakan solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana 
dalam kondisi yang mendesak dan cepat. Prinsip tolong-menolong juga dijelaskan 
dalam QS al-Ma’idah/5:2  
َ ۖ ِإنَّ اَّللََّ  ِثِْ َواْلُعْدَواِن ۚ َوات َُّقوا اَّللَّ  ...... َشِديُد اْلِعَقابِ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت َّْقَوٰىۖ  َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ
Terjemahnya :  
“….Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”22 
 
Dengan adanya produk gadai (rahn) ini diharapkan masyarakat dapat 
memanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian. Meskipun pengelola gadai juga 
mendapat keuntungan sebagai pengelola jasa, namun tidak boleh juga mendapatkan 
keuntungan yang berlebihan seperti yang siyariatkan dalam hukum Islam, yang 
dijelaskan dalam QS al-Nisa/4:29 
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َنُكْم ِِبْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْمۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ََتُْكُلوا أَمْ  َواَلُكْم بَ ي ْ
َن ِبُكْم َرِحيًماأَنْ ُفَسُكْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ َكا  
Terjemahnya :  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyanyang kepadamu”23  
 
Dari pra penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara singkat, yakni 
sejumlah 4 (empat) orang nasabah yang penulis wawancarai, semuanya mengatakan 
belum puas, atau sejumlah uang yang mereka dapatkan masih kecil dibanding dengan 
nilai emas yang digadaikan. Umumnya mereka mengatakan, hanya terpaksa 
menerimanya walaupun jumlah yang didapatkan sedikit,  karena disebabkan adanya 
biaya kebutuhan mendesak. Adapun dari segi kepuasan atas gadai (rahn) ini karena 
masih ada harapan untuk kembalinya emas tersebut kepadanya bila telah ditebus atau 
pengembalian pinjaman telah ditebus/dilunasi.    
Ada kemungkinan yang terjadi dalam praktik gadai (rahn) di Bank Syariah 
Mandiri KCP Makassar Ahmad Yani Makassar atau saat ini yang telah dimerger 
menjadi Bank Syariah Indonesia apakah telah berjalan sesuai dengan Prinsip-prinsip 
dan Asas-asas Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan 
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar)”  
                                                          




Penulis sendiri mengambil studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani dikarenakan letaknya yang strategis dan berada di pusat 
perkotaaan kota Makassar. Dengan demikian, masyarakat mudah dalam 
mengaksesnya. 
B. Rumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia  KCP 
Makassar Ahmad Yani. Permasalahan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa 
sub masalah, adapun sub masalah yang akan dikaji yaitu:  
1. Bagaimanakah praktik produk rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani? 
2. Bagaimanakah kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan praktik rahn emas di 
Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian  
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 
dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti ini memfokuskan pada “Tinjauan 





2. Deksripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dapat dideskripsikan bahwa, penelitian ini 
dibatasi pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar”. Untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi 
kesalahpahaman  dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah 
yang ada dalam judul ini sebagai berikut 
a. Tinjauan Hukum Islam, adalah meninjaun, memeriksa serta meneliti berbagai 
pendapat hukum yang bersumber dari kitab Allah. Dalam sistem hukum ada 
beberapa istilah kunci yang harus diketahui terlebih dahulu, istilah yang 
dimaksud ialah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariah dan syariat, 
serta fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah 
tersebut.24  
b. Praktik rahn Emas adalah fasilitas produk pembiayaan yang menjadi alternatif 
dalam memperoleh uang tunai secara cepat yaitu dengan cara memberikan 
pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan berupa emas dalam suatu akad 
rahn.25 
c. Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani salah satu lembaga 
keuangan yang menyediakan berbagai macam produk dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat, yang pada pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip 
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syariah serta diatur oleh Fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di 
Indonesia.  
D. Kajian Pustaka 
Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan sebagai berikut:  
Pertama, tesis dari Debrillya Tri Ramadhani “Analisis Gadai Emas 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian 
Syariah” tahun 2020. Tesis ini merupakan acuan pertama penulis karena dalam tesis 
ini menjelaskan masalah pokok yang akan diteliti. Dalam tesis ini dijelaskan mengenai 
mekanisme pengelolaan gadai emas pada pegadaian syariah unit pasar sentral 
Makassar dan pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah unit pasar sentral Makassar 
berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002.  
Perbedaan penelitian tersebut dengan peneltian yang akan dilakukan adalah 
pada penelitian tersebut berfokus pada sistem gadai syariah pada lembaga pegadaian 
Syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik produk 
gadai yang ada pada lembaga keuangan yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani.  
Kedua, tesis dari Erliyanti “Analisis Efisiensi Praktek Gadai Syariah Di 
Pegadaian Syariah Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang” tahun 
2010. Skripsi ini membahas bagaimana tingkat efesiensi praktik gadai syariah yang ada 
pada pegadaian syariah, menggunakan analisis melalui pendekatan profit efficiency.  
Perbedaan penelitian tersebut dengan peneltian yang akan dilakukan adalah 




Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik produk rahn (gadai) 
emas yang ada di dunia perbankan. 
Ketiga, tesis Muhammad Wildan “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi 
Di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam” tahun 2016. Pada tesis ini membahas 
mengenai pelaksanaan akad murabahah dan akad rahn pada produk mulia di 
pedagadaian syariah pada cabang purwokerto.  
Perbedaan penelitian tersebut dengan peneltian yang akan dilakukan adalah 
pada penelitian tersebut berfokus pada penerapan akad murabah dalam gadai pada 
pegadaian syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 
praktik rahn (gadai) emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.   
Keempat, tesis dari Tri Puji Susilowati, SH “Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem 
Syariah Di Perum Pegadaian Semarang” tahun 2008. Tesis ini merupakan acuan 
pertama penulis karena dalam tesis ini menjelaskan masalah pokok yang akan diteliti. 
Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem syariah pada 
perum pegadaian semarang. Dalam tesis ini menjelaskan perbedaan mendasar antara 
pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dalam pengenaan biaya. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan peneltian yang akan dilakukan adalah 
pada penelitian tersebut berfokus pada sistem gadai syariah pada lembaga perum 
pegadaian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik produk 
gadai yang ada pada lembaga keuangan yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP 





E. Tujuan dan Kegunaan 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui praktik produk rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani 
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan praktik  rahn 
emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. 
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka kegunaan dari perumusan 
masalah adalah sebagai berikut :  
1. Keguanaan teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 
pengetahuan tentang memahami praktik akad yang digunakan dalam produk 
rahn emas di dunia perbankan syariah umumnya dan di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani.  
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan bagi umat muslim dalam menyangkut berbagai ragam pola 
muamalah terkait dengan hukum gadai emas, serta dapat menjadi referensi atau 
rujukan penelitian lain terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas 






A. Tinjauan Tentang Rahn  
1. Pengertian Rahn  
Menjaminkan suatu barang sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman 
disebut dengan transaksi gadai. Gadai dalam Bahasa arab dikenal dengan kata rahn 
yang berarti tinggal, kekal, dan jaminan. Dalam Islam rahn dikenal sebagai sarana 
tolong-menolong (ta’awun).1 Sedangkan secara istilah rahn adalah penahanan terhadap 
suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan utang.  
Dalam hukum Islam rahn dikenal sebagai tanggungan terhadap suatu utang 
yang dibebankan kepada pengutang apabila gagal menunaikan kewajibannya dengan 
menjaminkan suatu barang. Para ulama berpendapat tentang rahn seperti madzhab 
maliki mengatakan bahwa rahn ialah “harta yang dimiliki seseorang dijadikan sebagai 
jaminan utang yang memiliki sifat mengikat”. Dari ulama madzhab Hanafi mengatakan 
bahwa rahn ialah “menjaminkan suatu barang sebagai hak utang sebagai pembayaran 
terhadap hak tersebut”. Sedangkan ulama syafi’i dan hambali mengatakan bahwa rahn 
ialah “akad terhadap suatu barang yang dapat digunakan untuk melunasi hutang jika 
orang yang berutang tidak mampu membayar”.2 
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2. Dasar Hukum Rahn  
Dasar hukum konsep gadai Syariah mengacu kepada Syariah Islam. Keabsahan 
akad dalam rahn ( ُالرَّاِهن) Islam didasarkan pada Al-Qur’an , al-Sunnah, dan ijma. 
Diantara Al-Qur’an yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad rahn ( ُالرَّاِهن) 
adalah QS al- Baqarah/2:283  
بُ  ْق اٌن َم رَِه ا َف ًب ِت ا وا َك ُد ٍر َوََلْ َتِ َف ٰى َس َل ْم َع ُت  ْ ن ْن ُك إِ َوِإ ۖ َف ٌة  َؤدِ  وَض يُ  ْل ا فَ  ًض ْع ْم بَ  ُك ُض ْع  َ َن ب ِم ْن َأ
نَُّه آِِثٌ  ِإ ا َف َه ْم ُت ْك ْن َي ۚ َوَم َة  اَد َه وا الشَّ ُم ُت ْك تَِّق اَّللََّ َربَُّه ۗ َوََل َت يَ  ُه َوْل َت  َ ان َم ي اْؤُُتَِن َأ ۗ الَِّذ ُه  ُب ْل  َ  ق
يمٌ  ِل وَن َع ُل َم ْع  َ َا ت ُ ِِب  َواَّللَّ
Terjemahnya :  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”3 
 
Selain dari al-Qur’an, rahn juga disebutkan dalam hadis Rasulullah saw, 
sebagai berikut :  
ُ َعَلْيه َوَسلََّم الرَّْهُن  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكُب بِنَ َفَقِتِه ِإَذا َكاَن َمْرُهوًًن ْريُ َعْن َأِب ُهَريْ رََة َرِضَي اَّللَّ
 َوَلََبُ الدَّرِ  ُيْشَرُب بِنَ َفَقِته ِإَذا َكاَن َمْرُهوًًن َوَعَلى الَِّذي يَ رَْكُب  َوَيْشَرُب الن ََّفَقةُ 
                                                          






“1101. Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasullullah saw bersabda : “Apabila itu 
digadaikan maka ia dinaiki dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu 
diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang 
mengendarainya dan minum wajib memberi nafkah”.  
 
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian rahn, dalam ijma jumhur ulama juga 
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih berpendapat mengenai rahn. 
Jumhur ulama mengatakan bahwa disyariatkannya pada waktu berpergian maupun 
pada waktu tidak berpergian. Berdasarkan perbuatan Rasulullah saw pada hadis diatas.4 
3. Rukun dan Syarat Rahn  
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dalam rah nada 4 yaitu :5 
1. Aqid (orang yang berakad) yaitu ar-rahin (orang yang menyerahkan barang 
jaminan), dan al- murtahin (orang yang menerima barang jaminan). 
2. Sighat (ijab dan qabul) 
3. Marhun (barang yang digadaikan) 
4. Marhun Bih (utang).  
Sebelum rahn dilakukan, terlebih dahulu dilakukan akad. Menurut Teuku 
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua 
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orang berdasarkan kesepakatan masing-masing.6 Syarat rahn, ulama fiqh 
mengemukakan sesuai dengan rukun rahn  yaitu :  
1. Aqid 
Para pihak pemberi dan penerima rahn disyaratkan keduanya merupakan orang 
yang cakap bertindak menurut hukum Islam. Kedua orang yang menggadaikan (rahin) 
dan penerima gadai (murtahin). Syarat bagi orang yang berakad yaitu ahli tasaruf 
artinya mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan yang 
berkaitan dalam rahn. 7 
2. Ijab dan qabul (sighat) 
Rahn belum dikatakan sah apabila syarat ini belum terpenuhi, ijab dan qabul 
merupakan hal yang penting dalam setiap hal yang melibatkan dua orang untuk 
mengungkapkan maksud dan keinginan keduanya, termasuk dalam rahn. Sebab ijab 
dan qabul menjadi syarat agar rahn yang terjadi sah. Ijab dan qabul dapat berupa 
perkataan atau ucapan dengan rahn tersebut.8 
  
                                                          
6Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang : Pustaka 
Rizki Putra, 2001), h.28. 
7Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001), h.139. 




3. Al-Marhun (barang jaminan) 
Syarat pada benda jaminan yaitu barang yang dijaminkan tidak boleh rusak 
sebelum utang dibayar. Menurut para fuqaha setiap barang yang sah diperjualbelikan 
maka sah dijadikan sebagai jaminan utang (marhun). 9  
4. Marhun Bih (utang) 
Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Utang 
itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan) dan utang itu pasti dan jelas dan 
terbentuk baik zat, sifat, maupun kadarnya.10 
4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Rahn  
Pada saat berlangsungnya suatu akad, penerima rahn memiliki beberapa hak 
dan kewajiban yang harus terpenuhi seperti : 
1. Berhak menjual atau mengeksekusi barang jaminan atas kekuasaan sendiri; 
2. Berhak menahan barang jaminan (hak rentetie); 
3. Berhak mendapat ganti rugi atas biaya uang yang telah dikeluarkan untuk 
keselematan harta benda jaminan; 
4. Berhak menagih piutang rahn.11 
  
                                                          
9Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 
h.173.  
10Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
di Indonesia (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005), h.79. 




Sedangkan kewajiban yang dimiliki seorang penerima rahn adalah sebagai 
berikut :  
1. Penerima rahn bertanggungjawab terhadap harta benda yang dijadikan 
jaminan; 
2. Penerima rahn berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi rahn 
apabila harta benda yang dijadikan jaminan dijual atau dilakukan pelelangan; 
3. Apabila harta benda yang dijadikan jaminan dijual maka penerima rahn 
berkewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan dengan 
besarnya piutang kepada pemberi rahn serta wajib mengembalikan sisa hasil 
penjualan kepada pemberi rahn; 
4. Penerima rahn wajib mengembalikan barang jaminan apabila utang telah 
dilunasi.12 
Pada saat berlangsungnya suatu akad, pemberi rahn memiliki beberapa hak dan 
kewajiban yang harus terpenuhi seperti : 
1. Berhak mendapat pengembalian harta benda apabila utang telah dilunasi; 
2. Berhak menerima pengembalian harta benda barang jaminan apabila barang 
jaminan tersebut telah hilang dari kekuasaan penerima rahn; 
3. Berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda barang jaminan setelah 
dikurangi dengan biaya piutang dan biaya lainnya.  
                                                          




Sedangkan kewajibab dari seorang pemberi rahn diantaranya adalah sebagai 
berikut :  
1. Pemberi rahn wajib memastikan bahwa harta benda yang dijaminkan 
terlindung dari bencana alam (asuransi). Kewajiban ini efektif untuk kredit 
dalam jumlah besar; 
2. Pemberi rahn wajib melunasi pinjaman dalam waktu yang yelah disepakati; 
3. Pemberi rahn wajib merelakan harta benda jika tidak dapat melunasi hutangnya 
dalam jangka waktu yang telah disepakati.13 
B. Tinjauan Tentang Rahn Dalam Perbankan  
1. Pengertian Perbankan (Bank Syariah) 
Bank Syariah merupakan suatu badan usaha yang termasuk kedalam lingkup 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Dewan Syariah Nasional, LKS 
merupakan Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan yang berbasis 
Syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga keuangan Syariah 
(DSN-MUI, 2003).14  
Menurut UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah (mikro finance). Yang 
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mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.15 
Tujuan dari bank Syariah secara umum yaitu untuk mendorong dan 
mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat yang melakukan kegitan 
perbankan, finansial, komersial serta investasi yang sesuai dengan kaidah syariah. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah ialah bank yang beroperasi dengan 
tidak mengandalkan bunga, dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan 
Hadis.  
2. Rahn Emas Syariah  
Rahn atau gadai emas ialah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas 
dengan alternatif mendapatkan pinjaman secara cepat. Pinjaman gadai emas ialah 
fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dan kewajiban pinjaman secara 
sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jaminan emas yang 
diberikan disimpan dan dipelihara oleh bank dan atas pemeliharaan tersebut nasabah 
diwajibkan membayar biaya sewa (ijarah).16 
Emas merupakan salah satu hal yang digunakan sebagai aksesoris ataupun juga 
investasi. Dikatakan sebagai investasi karena emas bisa kita gunakan sebagai jaminan 
untuk melakukan gadai di bank atau Lembaga lainnya seperti pegadaian. Saat ini sudah 
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ada beberapa bank yang menawarkan produk gadai emas sebagai solusi untuk 
kebutuhan mendesak.  
Akad yang digunakan pada bank Syariah dalam produk tersebut ada tiga yaitu: 
a. Akad qard pada produk gadai emas diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada 
nasabah.  
b. Akad rahn pada produk gadai emas digunakan untuk mengikat emas yang 
ditransaksikan sebagai jaminan atas pinjaman dana. 
c. Akad ijarah pada produk gadai emas diartikan sebagai pengikatan pemanfaatan 
jasa pinjaman dan pemeliharaan terhadap emas yang menjadi jaminan pinjaman 
dana.17 
3. Akad dalam Rahn Emas di Perbannkan Syariah  
Akad ialah ikatan yang timbul antar dua pihak yang mengakibatkan iltizam 
serta melahirkan hak dan kewajiban. Akad dapat terjadi jika kedua belah pihak 
memenuhi rukun dan syarat  dari akad. Adapun unsur yang membentuk akad terdiri 
dari : 
a. Para pihak; 




                                                          




Disamping adanya rukun akad juga terbentuk dengan adanya syarat yaitu : 
a. Tamyiz; 
b. Berbilang pihak;  
c. Persetujuan ijab qabul; 
d. Kesesuaian majelis akad; 
e. Objek yang ditransaksikan; 
f. Tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat islam.18 
Dasar hukum harus adanya akad dalam transaksi ditegaskan dalam QS al-
Maidah/5 : 1 
 ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا ِِبْلُعُقودِ .....
 
Terjemahnya :  
“Hai orang yang beriman penuhilah janjimu…..”19 
 
Adapun akad yang digunakan dalam rahn (gadai) emas dalam perbankan 
syariah yaitu akad qard dalam rahn, dan akad ijarah.  
a. Akad qard  
1. Pengertian Qard 
Menurut hanafiyah qard secara istilah adalah asset dengan jumlah uang yang 
sama yang dapat dikembalikan atau dengan kata lain merupakan asset yang bertujuan 
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untuk memberikan nilai yang sama kepada orang lain.20 Sedangkan secara terminologis 
qard adalah memberikan asset ke orang untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya 
di kemudian hari.21 
Mazhab lain juga mendefinisikan qard sebagai bentuk pemberian asset dari satu 
orang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan imbalan setara dengan tanggung 
jawab debitur. Asetnya sama, bertujuan untuk memberi hanya mereka yang 
mendapatkan bantuan.22  
Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana 
atau hak kreditur antara Lembaga keuangan syariah dan peminjam, yang mengatur 
bahwa peminjam harus membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu 
tertentu. Definisi dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah diatas berlaku untuk 
kontrak pinjaman antara nasabah dengan Lembaga keuangan Syariah.23  
Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa qard berarti 
memberikan asset kepada peminjam untuk digunakan dan kemudian dikembalikan 
sesuai kesepakatan di lain waktu.  
  
                                                          
20Wahba Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.373.  
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2013), h. 333.  
22Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, h. 334 




2. Rukun dan Syarat Qard 
Adapun Rukun dari qard menurut fiqh muamalah yaitu : 
a. Shighat,  
Shighat adalah ijab dan qabul, artinya ucapan antara kedua belah pihak yang 
melangsungkan akad atau transaksi; 
b. Aqidain 
Aqidain adalah kedua belah pihak yaitu orang yang memberi pinjam dan peminjam 
yang telah cakap hukum atau baligh; 
c. Ada harta yang diutangkan. 
Harta yang diutangkan di sini adalah barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis.  
Sedangkan syarat dari qard menurut fiqh islam yaitu:   
a. Akad qard dilaksanakan dengan shighat ijab dan qabul; 
b. Ada orang yang melakukan akad, artinya baik pemberi pinjaman maupun 
peminjam masing-masing harus cakap hukum, baligh, sehat, dan tanpa adanya 
unsur kepaksaan dalam berkehendak. Oleh karena itu tidak sah akad apabila 
dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa; 
c. Menurut hanafiya, harta yang dipinjamkan harus harta mitsli; 
d. Harta yang pinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, 
bilangan, maupun ukuran Panjang sehinggah mudah dikembalikan.24 
  
                                                          




3. Objek Qard 
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad qard dibenarkan dalam harta mitsli 
yaitu harta yang satuan barangnya tidak sama yang mengakibatkan perbedaan nilainya, 
misalnya barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan menggunakan ukuran 
yang tidak jauh sam antara yang satu dengan yang lain.25  
b. Akad Ijarah   
1. Pengertian  
Secara Bahasa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti dan upah. 
Sedangkan secara istilah para ulama mengartikannya berbeda-beda seperti Hanafiyah 
mengatakan bahwa ijarah merupakan akad yang membolehkan pemilikan manfaat 
yang diketahui dari suatu zat yang menjadi sewa imbalan. Dan Malikiyah juga 
mengatakan bahwa ijarah nama untuk akad bagi kemanfaatan yang bersifat manusiawi 
dan sebagian yang dapat dipindahkan.26 
2. Dasar Hukum Ijarah  
Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS al-Thalaq/65 : 6 sebagai berikut :  
 ... اُُجۡوَرُهنَّ  تُ ۡوُهنَّ فَاٰ فَِاۡن اَۡرَضۡعَن لَ ُكۡم 
Terjemahnya:  
“…jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”27 
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Selain dalam al-Quran, ijarah juga disebutkan dalam hadits Rasulullah saw, 
sebagai berikut :  
ُ َعْنُه َعْن َأِب ُموَسى رَ  ُ َعَلْيه َوَسلََّم َوَمِعريَُجََلِن ِمْن اْْلَْشَعرِيِ نَي فَ ُقْلُت ِضَي اَّللَّ قَاَل أَقْ بَ ْلُت ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َُما َيْطُلَبان ا ْلَعَمَل فَ َقاَل َلْن َأْو ََل َنْستَ ْعِمُل َعَلى َعَمِلَنا َمْن أَرَاَدهُ َما َعِمْلُت َأَّنَّ  
Artinya : 
“1019. Dari Abu Musa ra berkata : “saya menghadap kepada Nabi saw bersama 
dua orang dari (qabilah) Asy’ari. Saya berkata : “saya tidak tahu bahwa 
keduanya mencari pekerjaan”. Beliau bersada : “Kami tidak akan atau tidak 
mempekerjakan atas pekerjaan kami kepada orang yang menghendakinya”28 
Landasan ijma mengenai ijarah semua umat setuju, tidak ada seorang pun yang 
menolak kesepakatan ini, sekalipun ada yang berpendapat tetapi mereka tidak 
dipeduli.29 
3. Rukun dan Syarat ijarah  
Rukun dan syarat ijarah ialah sebagai berikut:  
a. Mu’jir dan musta’jir adalah orang yang melakukan akad ijrah. Mu’jir ialah orang 
yang memberikan upah sedangkan musta’jir ialah orang menerima upah; 
b. Shighat adalah ijab dan qabul antara mu’jir dan musta’jir; 
c. Ujrah, adalah jumlah sewa yang diketahui oleh kedua belah pihak. 
d. Barang yang disewakan dengan beberapa syarat : 
1. Barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa hendaklah mempunyai 
manfaat; 
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2. Hendaklah barang disewahkan dapat diserahkan kepada penyewa; 
3. Manfaat benda yang disewakan adalah perkara mubah menurut syara’; 
4. Barang yang akan disewakan disyaratkan kekal zatnya sampai waktu 
ditentukan dalam perjanjian.30 
4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah  
Ijarah dapat menjadi battal (jasakh) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :  
a. Adanya cacat dalam barang sewaan pada saat berada ditangan penyewa; 
b. Rusaknya barang yang sewakan, seperti rumah roboh dan sebagainya; 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaib) seperti baju yang diupahkan 
untuk dijahit; 
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan berakhirnya masa perjanjian.31 
4. Implementasi Rahn Dalam Perbankan  
Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai Syariah tidak hanya digunakan 
dalam perusahaan pegadaian saja tetapi diterapkan juga dalam perbankan Syariah. 
Perbankan Syariah juga menyediakan produk berupa rahn dalam kegiatan 
operasionalnya. Rahn yang ada didalam perbankan Syariah digunakan sebagai 
penahanan harta benda (aset) nasabah sebagai jamiinan tambahan pada pinjaman yang 
diluncurkan oleh pihak bank.32 
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Kontrak rahn yang digunakan dalam perbankan yaitu rahn sebagai produk 
pelengkap dan rahn sebagai produk tersendiri. rahn sebagai produk pelengkap artinya 
rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain dalam 
pembiayaan bai’al-murabahah, dimana bank menahan harta benda nasabah sebagai 
konsekuensi dari akad tersebut. Sedangkan dalam konteks perusahaan umum 
pegadaian merupakan produk rahn sebagai produk tersendiri.  
Di negara Islam termasuk Malaysia, telah menggunakan akad rahn sebagai 
alternatif dari pengadaian konvensional. Tetapi memiliki perbedaan dengan pegadaian 
biasa, karena dalam rahn nasabah tidak dikenakan biaya bunga yang diambil dari 
nasabah seperti biaya penitipan, pemeliharaan, serta penaksiran. 
Perbedaan yang mendasar antara biaya rahn dengan bunga dalam pegadaian 
yaitu sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam rahn 
hanya sekali dan ditetapkan dimuka.33 
Adapun manfaat rahn  yang didapatkan oleh perbankan ialah adanya biaya-
biaya yang dibayar oleh nasabah sebagai biaya pemeliharaan dan keamanan terhadap 
harta benda yang menjadi angunan. Jika penahanan harta benda berdasarkan fidusia 
(penahanan harta benda bergerak), maka nasabah juga harus membayar biaya suransi 
yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum. Akan tetapi 
diantara banyak manfaat yang didapatkan oleh pihak bank ada pula resiko yang harus 
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dihadapi oleh pihak bank seperti terjadinya wanprestasi serta resiko penurunan nilai 
harta benda yang ditahan atau terjadinya kerusakan atau tuurunnya harga jual terhadap 
harta benda (aset)  tersebut.34 
5. Penyelesaian Rahn 
Untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak boleh 
diadakan syarat-syarat tambahan pada perjanjian yang akan mengakibatkan kerugian 
yang akan datang bagi murtahin. Dan apabila ada syarat tambahan dalam gadai maka 
akad gadai itu tidak sah dan syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.  
Apabila waktu yang telah ditentukan oleh rahin  telah berakhir dan hutang 
belum dilunasi maka hak murtahin adalah menjual marhun. Murtahin disini juga boleh 
menjadi pembeli atau orang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku, dan pada 
saat penjualan marhun tersebut, murtahin berhak mengetahui harga jual dari marhun 
tersebut. Dan apabila harga jual marhun melebihi dari jumlah pinjaman murtahin maka 
rahin wajib mengembalikan sisa penjualan marhun kepada murtahin, begitupun 
sebaliknya apabila harga penjualan mathun kurang dari jumlah pinjaman maka 
murtahin wajib membayar kekurangan dari pinjaman tersebut. 35 
6. Riba Dalam Rahn 
Perjanjian dalam gadai merupakan perjanjian utang-piutang, perbedaanya 
cuman dalam gadai memakai barang jaminan. Riba dalam gadai terjadi apabila dalam 
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akad gadai tersebut ada ditentukan rahin yang mengharuskan adanya biaya tambahan 
kepada murtahin ketika membayar utangnya.  
Ketika rahin juga tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah 
ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dan harga jual lebih dari jumlah pinjaman 
kemudian rahin tidak memberikan sisa penjualan kepada murtahin maka disini telah 
berlaku riba.36
                                                          






A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Metode penelitian pada umumnya merupakan suatu cara ilmiah untuk 
memperoleh data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research). Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber data untuk 
memahami fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini langsung 
mengamati bagaimana praktik transaksi gadai emas yang terjadi pada perbankan 
Syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif 
lapangan. 
2. Lokasi penelitian  
Adapun lokasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis 
yaitu berada di tengah-tengah masyarakat pusat kota Makassar.  
B. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan Normatif (syar’i) dan Yuridis ialah pendekatan ini akan diteliti 
berdasarkan pada nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan syariat Islam, 





bahan pustaka yang berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan pokok 
pembahasan penelitian ini.  
2. Pendekatan Empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan mengamati 
keyataan yang ada di lapangan.  
C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 
dilokasi penelitian atau objek penelitian.1 Narasumber yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah pegawai dari Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.  
2. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu mengambil data 
penelitian kepustakaan (library research). Atau sebagai data pelengkap atau bahan 
pembanding.   
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi adalah pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara mengamati, 
kemudian mencatat dan menganalisa secara sistematis terhadap fenomena objek yang 
akan diteliti.2    
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2. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 
dengan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan sistematis yang 
berlandasarkan pada masalah, tujuan yang ingin dicapai.3 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan cara menganilisis 
dokumen-dokumen yang terdapat pada suatu instansi, baik dalam bentuk kertas 
(hardcopy) maupun dalam bentuk softcopy. 4  
E. Instrumen Penelitian  
Instrument penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data-data penelitian yang sesuai dengan Teknik pengumpulan data 
yang dipilih.5 Adapun bentuk dari instrument penelitian yang akan digunakan oleh 
peneliti adalah pedoman wawancara, serta alat penunjang seperti alat tulis dan 
handphone.  
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4Vigih Hery Kristiano, Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah : KTI, h.64.  





F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengelolaan data adalah teknik mengumpulkan seluruh data yang telah di 
dapatkan dilapangan dengan cara : 
a. Koleksi data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian karena data 
yang telah diperoleh dilapangan dikumpulkan kemudian data tersebut dikoleksi 
secara teliti dan teratur oleh peneliti.  
b. Reduksi data merupakan pemotongan atau pengurangan dalam kata dengan cara 
menyederhanakan kata yang telah diperoleh dilapangan agar mudah dipahami dan 
disesuaikan dengan perumusan masalah dalam penelitian.  
2. Analisis Data  
Analisis data adalah proses memecahkan atau menghancurkan data berdasarkan 
variable dan jenis responden kemudian dikelompokkan sesuai pokok permasalahan 
yang ada.6 
 
                                                          







PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani (ex 
Mandiri Syariah) 
Bank Syariah Mandiri merupakan Lembaga keuangan di Indonesia yang berdiri 
sejak tahun 1995 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti 
nama menjadi Bank Syariah Mandiri tahun 1999 yang sebelumnya bernama Bank 
Susila Bakti  yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara 
dan PT Mahkota Prestasi.1 
Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Ahmad Yani merupakan salah satu Bank 
yang berlokasi di Jl. Veteran Utara Kota Makassar. Bank tersebut menjadi kantor 
cabang pembantu Bank Syariah Mandiri dengan tujuan memperluas jaringan.  
Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Ahmad Yani mulai beroperasi pertama 
kali di Jl. Ahmad Yani pada tanggal 1 Januari 2011, kemudian pindah ke lokasi Jl. 
Veteran Utara pada 5 Mei 2016.  Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Ahmad Yani 
ini cukup diminati masyarakat karena lokasi nya yang strategis berada di tengah-tengah 
kota Makassar dan memiliki produk Gadai Emas (rahn emas) yang beroperasi sejak 
tahun 2017.  
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Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 tiga Bank BUMN yaitu PT Bank BRI 
Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri di merger menjadi 
Bank Syariah Indonesia. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini merupakan bagian dari 
upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi Syariah sebagai salah 
satu pusat keuangan Syariah dunia.  
PT. Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI merupakan Lembaga 
keuangan Syariah yang didirikan pada 1 februari 2021 pukul 13.00 WIB dan 
diresmikan oleh Presiden Jokowidodo. Penggabungan 3 Bank Syariah ini dapat 
meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Dan dapat juga memberikan 
dampak positif terhadap perkembangan ekonomi karena etitas baru yang lahir dari aksi 
korporasi akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. Hal ini dapat membuat Bank Syariah Indonesia hasil merger 
memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangan pasar keuangan syariah.  
2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani Makassar 
a. Visi  
“Top Global Islamic Bank”  
b. Misi  
1. Menjadikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia.  






3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik 
Indonesia. 2 
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  
 
Gambar 4.1 
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Adapun tugas dari bagian-bagian struktur organisasi diatas pada Bank 
Syariah KCP Makassar Ahmad Yani adalah sebagai berikut :  
1. Kepala Cabang (Branch Manager) 
Branch Manager merupakan kepala cabang yang bertugas untuk mengelolah 
dan menetapkan strategi dalam pemasaran produk pada bank untuk mencapai tingkat 
sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan realisasi operasional cabang.  
2. Pawning Officer  
Tugas dari pawning officer yaitu memastikan pencapaian pada target bisnis 
gadai emas Bank Syariah Indonesia yang sudah ditetapkan seperti memastikan akurasi 
penaksiran barang jaminan, pembiayaan gadai, serta kelengkapan dokumen aplikasi 
gadai. 
3. Pawning Apraisal 
Tugas dari pawning Apraisal yaitu sama halnya dengan pawning officer yaitu 
sebagai petugas gadai, bedanya pawning officer merupakan atasan dari pawning 
appraisal. 
4. RBRM  
RBRM adalah marketing pembiayaan yang mempunyai tugas memasarkan 
produk pembiayaan, mencari nasabah, serta melakukan proses survey kelayakan pada 
konsumen.  
5. RBR 
RBR juga sama dengan RBRM yaitu sebagai marketing pembiayaan, bedanya 





6. BOSM (Branch Operation & Service Manager) 
Tugas dari seorang BOSM yaitu memastikan layanan nasabah yang optimal dan 
sesuai standar serta memastikan pelaksanaan semua kegiatan administarasi, 
dokumentasi, dan kerasipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
7. BO (Back Officer) 
Tugas dari BO ialah menyusun laporan terhadap realisasi biaya-biaya yang 
berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor serta mengelolah dan 
membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku. 
8. CS (Costumer Service) 
CS bertugas pada proses pembukaan dan penutupan rekening. Serta mengimput 
data-data costumer yang lengkap dan akurat serta mengelolah kartu ATM dan surat 
berharga. 
9. Teller  
Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transasksi tunai maupun 
non tunai serta mengelola saldo kas teller sesuai limit.3 
4. Dasar Hukum Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  
Dasar hukum yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
Ahmad Yani sebagai berikut : 
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1. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah berikut perubahannya; 
2. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
3. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; 
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.03/2015, tanggal 8 Desember 
2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
5. Surat Edaran Bank Indonesia No.147/DPbS, tanggal 29 Februari 2012 tentang 
Produk Qard Beragung Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.36/SEOJK.03/2015 tanggal 
21 Desember 2015 Perihal Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah; 
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 
2002 tentang Rahn; 
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 
2002 tentang Rahn Emas; 
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 





10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 
2011 tentang Qard Menggunakan Dana Nasabah4 
5. Produk- Produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  
1. Tabungan  
Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan 
secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
2. Deposito  
Selain tabungan simpanan, Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani (ex Mandiri Syariah) juga menyediakan produk deposito Syariah atau yang biasa 
dikenal dengang istilah tabungan berjangka yang memberikan hasil kompetitif.  
3. Pembiayaan Cicil Emas  
Pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani (ex Mandiri Syariah) yaitu untuk membantu 
nasabah mebiayai pembelian emas atau kepemilikan emas berupa emas batangan 
dalam jangka waktu 1-5 tahun dengan cara mencicil.  
4. Pembiayaan Gadai Emas  
Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani (ex 
Mandiri Syariah) merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman 
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kepada nasabah dengan menggunakan jaminan emas menggunakan prinsip qard 
dengan pengikatan secara gadai (rahn).  
5. Pembiayaan Implan  
Pembiayaan implant merupakan pembiayaan consumer dalam valuta rupiah 
yang diberikan oleh pihak bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya 
dilakukan secara massal (kelompok) Pembiayaan implan juga dapat mengakomodir 
kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. 
6. Pembiayaan KPR  
Pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
(ex Mandiri Syariah) merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, Panjang, 
untuk membiayai pembelian pembelian rumah tinggal (consumer) baik baru maupun 
bekas dilingkungan developer dengan sistem murabahah. 
7. Kredit Usaha Mikro  
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan 
oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. KUR ini 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bank kepada UMKM produktif, serta 
meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
serta penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. 
Kredit Usaha Mikro diperuntukan untuk limit kredit maksimal sampai dengan 






8. Mitra Guna  
Pembiayaan Mitra Guna Berkah merupakan layanan pembiayaan ragam 
kebutuhan (multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap 
(payroll melalui Bank Syariah Mandiri) dan tanpa agunan.5    
B. Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani 
Produk gadai emas (rahn emas) berkah merupakan produk pembiayaan jangka 
pendek dengan agunan emas sebagai pilihan untuk memperoleh pembiayaan secara 
cepat. Produk rahn emas Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani (ex 
Mandiri Syariah) merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani yang sudah ada sejak 2017 dan merupakan salah satu satu 
produk andalan yang banyak diminati oleh masyarakat. 
Rahn emas (Gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani mempunyai konter khusus yang langsung melayani nasabah dalam pembiayaan 
gadai emas ini. Dalam pelayanan pembiayaan ini dikelola khusus Pawning Officer dan 
Pawning Appraisal yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang 
berhubungan dengan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani.  
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Produk rahn emas juga merupakan produk favorit di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani karena produk ini terus berkembang sejak awal di 
luncurkannya.  
Wawancara dengan Khaeruddin S.E : “Produk ini menjadi salah satu produk 
andalan kami karena perkembangan dari nasabah sekitar 2.600 pertahun”6 
Produk gadai emas (rahn emas) ini juga sangat efektif  buat masyarakat karena 
dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan 
menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan secara cepat.  
1. Syarat dan Ketentuan Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
Adapun beberapa syarat dan ketentuan pada praktik produk rahn emas di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani: 
a. Nasabah harus mempunyai tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani. 
b. Nasabah harus cakap hukum (17 tahun) 
c. Memiliki kartu indentitas. 
d. Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,-  
e. Jaminan berupa Emas perhiasan atau lantakan. 
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f. Jangka waktu 4 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan baik secara ofline 
maupun online. 
g. Dapat dibantu takeover di tempat lain. 7 
2. Karakteristik Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani  
Karakteristik praktik produk rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani yaitu : 
a. Biaya administrasi dan asuransi jaminan dibayar pada saat pencairan. 
b. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari  
c. Jangka waktu 4 bulan, dan apabila belum dapat melunasi, maka cukup 
melakukan perpanjangan dengan membayar biaya pemeliharaan dan bisa 
dilakukan secara online. 
d. Berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan akad qard, rahn, dan 
ijarah8.  
3. Prosedur Praktik Produk rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani 
Prosedur praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani yaitu : 
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a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. 
b. Nasabah mengambil no antrian untuk gadai emas di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani. 
c. Nasabah mengajukan emas dan mengisi formulir gadai emas. 
d. Pihak bank melakukan penaksiran barang gadai. 
e. Pihak bank menjelaskan hasiil taksiran dan pembiayaan kepada nasabah 
apakah setuju atau tidak. 
f. Apabila nasabah setuju dengan biaya taksiran dan pembiayaan, maka pihak 
bank melakukan input sistem. 
g. Pihak bank menanyakan kepada nasabah untuk pengesahan pemberiaan  
pembiayaan apakah dana dipilih untuk dicairkan melalui ATM atau secara 
tunai melalui teller 
h. Transaksi selesai, pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah 
dan menjelaskan jatuh tempo pada gadai tersebut.9 
4. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan Dalam 
Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
Sebelum biaya pinjaman ditetapkan maka pihak bank terlebih dahulu 
melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas 
dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) Hari itu dikali dengan besar emas yang 
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akan di taksir. Setelah petugas mendapatkan harga taksiran maka akan dihitung jumlah 
pinjaman yang akan di dapatkan nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran 
tersebut dikali dengan FTV (Financing To Value). FTV ini dilihat berdasarkan jenis 
jaminan (logam mulia atau perhiasan), FTV dari logam mulai emas batangan antam 
yaitu 95% sedangkan perhiasan 80%. 10 
Setelah besar jumlah pinjaman yang akan didapatkan nasabah diketahui, maka 
petugas gadai akan menghitung nominal ujarah selama 4 bulan dengan cara 
menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan  presentase ujarah selama 4 bulan. 
Presentase ujarah dilihat dari jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah.  
Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani tergantung dari jumlah pinjaman yang diterima 
nasabah. Hal ini karena dalam persaingan bisnis, pesaing menghitung biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, jika 
pihak Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani tidak menghitung biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah, 
tetapi hanya berdasarkan taksiran maka daya saing usahanya rendah dan akan 
menimbulkan keluhan dari nasabah produk gadai emas.11 
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Presntasi perhitungan ujrah juga sebenarnya berbeda-beda tergantung dari 
jumlah taksiran barang atau jumlah pinjaman  seperti yang diakatakan petugas pawning 
appraisal. Wawancara dengan Khaeruddin S.E :“Prenstase ujrah untuk di bawah 
Rp.20.000.000 yaitu sebesar 7,2%, kemudian untuk Rp.20.000.000,- ke atas sebesar 
6% dan untuk taksiran atau jumlah pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- keatas maka 
presentasi hitungan ujrahnya sebesar 4,4%”12 
Dari hasil wawancara di atas, mengenai perhitungan ujrah pada penentuan 
biaya pemelihaaraan dan penyimpanan emas dapat diketahui bahwa apabila jumlah 
pinjaman berada di bawah nominal Rp.20.000.000,- maka akan dikenakan biaya ujrah 
sebesar 7,2 % dari jumlah pinjman. Kemudian untuk jumlah pinjaman sebesar 
Rp.20.000.000,- ke atas maka presentase ujrahnya sebesar 6%. Dan untuk pinjaman 
sebesar Rp.100.000.000 ke atas maka akan dikenakan  biaya ujrah sebesar 4,4%.  
5. Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani  
Dalam praktiknya, rahn emas menggunakan akad qard dalam rangka rahn, 
artinya pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang 
jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad qard yang diterapkan dalam produk 
rahn  emas yaitu sebagai pengikat pembiayaan yang telah disedikan pihak bank kepada 
nasabah. sedangkan pada akad ijarah digunakan sebagai penyewaan tempat 
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penyimpanan emas, artinya pihak bank mendapatkan keutungan dari biaya sewa tempat 
yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal yang 
diperhitungkan dalam pinjaman melainkan biaya administrasi berupa biaya asuransi 
dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang jaminan 
yang dibayar di masa jatuh tempo atau di saat pelunasan.  
Wawancara dengan Khaeruddin S.E : “Sebelum melakukan transaksi akad ini 
terlebih dahulu kita jelaskan ke nasabah sedetail mungkin”13 
1. Akad Qard dengan agunan Rahn emas 
Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :  
I. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di jakarta Pusat, beralamat di Jl. 
MH. Thamrin No.5, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank yang 
memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini. Untuk 
selanjutnya disebut BANK.  
II. NASABAH, yang identitas lengkapnya, disebutkan pada lembar Form permohonan 
gadai emas, selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut NASABAH.  
Bank berdasarkan permohonan nasabah dengan ini setuju untuk memberikan 
fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qard kepada nasabah dan nasabah menerima 
pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qard tersebut dengan jaminan berupa 
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gadai (rahn) emas. Pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan 
ketentuan sebagaii berikut : 
1. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka 
NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip 
rahn kepada bank sebagaimana dirindi pada lembar surat bukti gadai emas. 
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada 
bank adalah benar hak milik pribadi NASABAH, belum dijual/dialihkan 
kepemilikannya, dan /atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun 
juga untuk menjual/mengalihkan kepemilikannya tidak dalam sengketa, bebas dari 
sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau diagungkan dengan 
ikatan apapun kepada pihak manapun dan diperoleh secara sah dan tidak melawan 
hukum.  
3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan 
kepada BANK adalah benar emas asli. Apabila dikemudian hari teryata apa yang 
dijaminkan kepada BANK tidak asli/palsu atau bukan milik pribadi NASABAH 
maka NASABAH wajib menanggung segala resiko dan menggganti seluruh 
kerugian yang timbul karenanya. 
4. NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK 
dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan tehitung sejak tanggal Surat Bukti 
Gadai Emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam 






5. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan 
hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembaayaran pada satu hari kerja 
sebelum BANK, tidak beroperasi.  
6. Dalam hal NASABAH belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh 
tempo, maka NASABAH dapat melakukan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan 
dengan cara : 
a. NASABAH dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada BANK.  
b. BANK akan melakukan perpanjangan secara otomatis mengikuti ketentuan 
yang berlaku pada BANK.  
7. Dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK, 
maka dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap 
waktu mensebet sejumlah uang yang terhutang oleh NASABAH kepada BANK 
dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya, kuasa ini tidak dapat 
ditarik kembali/dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan 
dalam undang-undang. 
8. Dalam hal pembayaran dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH 
bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya 
penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposito box. 
9. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada 
saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, 
kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun 





ketentuan yang bertugas dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sehingga : 
a. BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang 
jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti 
yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas, baik dihadapan umum maupun 
dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut 
BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK 
untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK, setelah dikurangi 
biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan. 
b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang 
NASABAH kepada BANK maka NASABAH tetap bertanggung jawab 
melunasi kekurangan utang yang belum dibayar sampai dengan lunas dan 
sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan lebih dari hutang 
NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan 
penjualan kerekening NASABAH. 
c. Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH 
diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, 
terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila batas yang telah 
ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada 
Lembaga Amal Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat. 
10. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 





sebagaimana yang tertera dalam akad ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan ketentuan lain.  
11. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dan pegawainya 
dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris 
sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada Surat Bukti Gadai Emas. 
12. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi 
nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk 
membayar nilai selisih tersebut atau menambah barang jaminan sehingga nilai 
barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh BANK. 
13. Apabila pihak NASABAH dan Bank terjadi perbedaan pendapat atau perselihian 
maka : 
a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan      
bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, 
maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah 
untuk mufakat. 
b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui 
musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh 
para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum 
tetap dan tidak berubah di kantor panitera pengadilan negeri di kantor cabang 
BANK bertempat.  
14. Bahwa BANK dan NASABAH telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad 





15. Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada BANK. 
NASABAH setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa untuk 
penyimpanan sesuai ketentuan BANK. 
16. Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani akad 
ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. NASABAH berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana 
disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai Emas, dihitung per 15 hari terhitung 
sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas. 
b. NASABAH berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlahnya da 
tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai 
Emas. 
17. BANK bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut 
karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang 
timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang jaminan 
setelah diperhitungkan hutang NASABAH sebagaimana tersebut dalam Surat 
Bukti Gadai Emas.14 
2. Akad Ijarah  
Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak terlebih 
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:  
                                                          





1. Bahwa oleh dan antara BANK dan NASABAH telah dibuat dan ditandatangani 
akad qard dan akad ijarah sebagaimana disebutkan diatas (selanjutnya disebut 
“akad induk”). 
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya 
seluruh hutang NASABAH kepada BANK berikut denda serta biaya-biaya lain 
yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas 
berdasarkan akad induk, NASABAH menjaminkan kepada BANK barang jaminan 
berupa emas sebagaimana akan disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk 
membuat serta mengikatkan diri atas akad rahn ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut : 
1. Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah hutang NASABAH kepada BANK 
berdasarkan akad induk, NASABAH dengan ini mengikatkan diri dan menyatakan 
menyerahkan barang emas sebagaimana dirinci pada Surat Bukti Gadai Emas 
(selanjutnya disebut barang gadai) secara sukarela berikut segala sesuatu yang 
melekat yang merupakan satu kesatuan dengan barang gadai. 
2. BANK berkewajiban mengasuransikan barang gadai yang dimulai sejak 
NASABAH menandatangani Surat Bukti Gadai Emas sampai dengan berakhirnya 
jangka waktu penyimpanan barang gadai. Bila sejak NASABAH menandatangani 
Surat Bukti Gadai Emas selama jangka waktu penyimpanan barang gadai terjadi 





akan memberikan ganti rugi dengan besaran maksimun 100% dari nilai taksiran 
barang gadai (*sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku*). 
3. Jika NASABAH lalai melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan akad 
induk dan/atau NASABAH lalai menambah agunang apabila nilai dari barang 
gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh BANK, maka tanpa harus mendapatkan 
suatu keputusan, perintah atau wewenang dari p-engadilan terlebih dahulu 
NASABAH dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, perintah atau 
wewenang dari pengadilan dan NASABAH setuju memberikan kuasa kepada 
BANK untuk menjual barang gadai dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap 
bail oleh BANK. NASABAH menyetujui BANK dapat memperhitungkan hasil 
penjualan barang gadai serta mengambil pelunasan atas hutang, dan/atau biaya lain 
yang timbul berdasarkan akad induk termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya 
perkara, honor advokat untuk menyelesaikan kewajiban NASABAH berdasarkan 
akad induk. 
4. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 akad ini dan kuasa lain yang diberikan 
sehubungan dengan akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan 
satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari akad induk, tanpa kuasa 
nama akad induk tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan 
beraakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan 
pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun. 
5. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barabg gadai 





dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang 
merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat NASABAH, demikian dengan 
tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian membuktikan jumlah 
yang tehitung. 
6. Setiap jumlah yang diperoleh oleh BANK dari hasil eksekusi berdasarkan akad ini, 
akan digunakan untuk membayar 
a. Seluruh ongkos biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad 
ini, dan 
b. Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam akad induk. 
7. Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang 
NASABAH berdasarkan akad induk maka, NASABAH tetap berkewajiban 
membayar seluruh kekurangannya kepada BANK dengan seketika dan sekaligus. 
Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai maka 
NASABAH akan menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban. 
8. Akad ini merupakan kesatuan dengan akad induk, Surat Bukti Gadai Emas dan 
aplikasi permohonan pembiayaan gadai emas. 
9. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap barang gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang gadai jika 
diperlukan sesuai dengan ketentuan BANK yang berlaku. 
10. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan 





maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengeketa melalui pengadilan negeri 
di cabang BANK bertempat. 
11. Bahwa seluruh data dan keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh nasabah 
dalam akad ini dan lampiran-lampiran akad ini yang berkaitan adalah benar dan sah 
dan oleh karenanya NASABAH bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.  
12. Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat para pihak.15   
Selanjutnya mengenai praktik yang terjadi pada rahn emas yang ada di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat kita lihat berdasarkan wawancara 
dengan salah satu nasabah, serta penerapan dari akad yang digunakan oleh bank.  
Pada hari jum’at 18 Juni 2021 ibu Sari mendatangi Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani dengan membawah emas perhiasan berupa 1 kalung yang 
memiliki karatase 21 karat dengan berat sebesar 5 gram. Berdasarkan barang jaminan 
yang dibawah Sari, maka besar pinjaman yang akan didapat ibu Sari serta jumlah ijarah 
yang harus di bayar ibu Sari ketika jatuh tempo ialah sebagai berikut:  
Tanggal gadai : 18 juni 2020  
Maka Tanggal jatuh tempo : 18 Oktober 2021 
Harga Dasar Emas (HDE) pada hari itu : Rp. 791.000/gram  
a. Nilai Taksiran  
HDE x Berat Emas = Rp. 799.000 x 5  
  = Rp. 3.955.000,- 
                                                          





b. Pinjaman yang akan diterima ibu Sari  
Taksiran x FTV  = Rp. 3.955.000 x 80% 
   = Rp. 3.164.000,- 
c. Nominal ujrah selama 4 bulan yang akan dibayar ibu Sari  
Rp. 3.164.000 x 7.2 % = Rp. 227.808 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
a. Akad rahn yang digunakan terletak pada barang jaminan yang dijaminkan oleh ibu 
Sari yaitu berupa emas perhiasan berupa 1 kalung yang memiliki karatase 21 karat 
dengan berat 5 gram.  
b. Penggunaan akad qard terletak pada jumlah pinjaman yang akan diterima ibu Sari 
yaitu sebesar Rp. 3.164.000,- dari nilai taksiran yang telah dihitung oleh petugas 
gadai. Apabila ibu Sari sepakat dengan nilai pinjaman yang diberikan pihak bank, 
maka terjadi pengikatan terhadap akad qard. 
c. Akad ijarah terletak pada biaya ujrah yang dikenakan ibu sari selama 4 bulan yang 
dimana dihitung per 15 hari dalam 1 periode, yaitu sebesar Rp. 227.808. besar 
presebtase ujarah yang dikenakan ibu Sari yaitu sebesar 7,2 % karena biaya 
pinjamannya berada dibawah 20 jt.  
Kemudian apabila tanggal jatuh tempo, dan ibu sari tidak melakukan pelunasan 
barang, dan hanya melakukan perpanjangan maka biaya yang harus di bayar ibu sari 
yaitu sebesar Rp. 227.808 ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- 





Hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik rahn emas yang ada di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah berjalan sesuai berdasarkan rukun dan 
akad rahn yang telah sesuai dengan prinsip syariah karena seluruh biaya-biaya dan 
akibat hukum yang timbul telah tertera dengan jelas dalam Surat Bukti Gadai Emas.  
6. Mekanisme Pelunasan Pada Produk Rahn Emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani 
Jangka waktu rahn emas di Bank Syariah Indonesia adalah 4 bulan, dimana 
dihitung per 15 hari dalam satu periode. Mekanisme pelunasan pembiayaan rahn emas 
di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yaitu dengan cara nasabah 
membayar uang pokok pinjaman di tambah dengan biaya pemeliharaan. Nasabah boleh 
melunasi pinjaman dengan dua cara yaitu datang langsung ke Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani dengan membawah struk pinjaman atau bisa juga secara 
online melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia tanpa antri dan untuk 
barangnya nanti langsung ke bank dengan menunjukkan bukti pelunasannya.  
Apabila Nasabah belum ingin menebus jaminan atau melunasi pinjaman, maka 
akan dilakukan perpanjangan jadi nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan dan 
administrasi saja selama jangka waktu pinjaman yaitu 4 bulan. Tetapi, apabila nasabah 
ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah cukup dikenakan 
biaya ujrah yang terhitung sejak tanggal surat rahn diterbitkan.  
Ketika pinjaman akan jatuh tempo, pihak Bank akan memberitahukan terlebih 
dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Dan 





memberitahukan kembali kepada nasabah bahwa akan dilalukan penjualan (emas) 
terhadap barang jaminan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta biaya 
pemeliharaannya. Penjualan emas dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) 
pada hari itu, dan apabila hasil penjualan tersebut melebihi biaya pinjaman maka pihak 
Bank akan melakukan pengembalian dana kepada Nasabah. Tetapi apabila hasil 
penjualan (emas) barang jaminan tersebut tidak dapat menutupi biaya pinjaman, maka 
Nasabah harus tetap membayar kekurangan atau sisa pinjaman. 
Wawancara dengan Khaeruddin S.E : “Ketika hasil lelang tidak mencukupi, 
maka nasabah diharuskan menambah kalua mempunyai dana, tetapi jika tidak 
mempunyai dana maka barang jaminan ditahan dulu, menunggu hingga harga 
mencukupi”16 
C. Kekuatan dan Kelemahan Dalam Sistem dan Praktik  Rahn Emas di Bank 
Syariah Indonesia  
Kekuatan menjadi sumber daya dan kemampuan dalam suatu perusahaan, 
dengan adanya kekuatan yang dimiliki dalam sebuah perusahaan dapat menjadikan 
perusahaan tersebut lebih unggul dari perusahaan lain. Kekuatan dapat diartikan lain 
yaitu sebegai kelebihan yang dimiliki dari suatu perusahaan. 
Pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani khusunya pada 
produk rahn emas memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dengan perusahan 
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lain yang menyediakan layanan gadai emas. Seperti yang dikatakan oleh pawning 
appraisal, bapak khaeruddin menyatakan : “kelebihan dari produk gadai emas kita ini 
yaitu biaya administrasi murah, prosesnya cepat, mudah, pembayarannya bisa via 
online, dan boleh melakukan booking gadai diaplikasi kami, jadi hal ini dapat 
memudahkan nasabah untuk meminimalisir antri yang terlalu lama.”17 
Bukan hanya dari pihak bank yang mengatakan bahwa produk gadai emas di 
Bank Syariah Indonesia, tapi pihak Nasabah pun banyak yang merasa bahwa produk 
gadai emas di Bank Syariah Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan dengan 
penyedia gadai lainnya.  
Wawancara dengan ibu Sari selaku nasabah : “Produk gadai ini menjadi solusi 
buat saya untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, dan persyaratannya juga mudah, 
dan biaya administrasi dan biaya titipnya juga murah, dan pelayanannya juga ramah 
dan melayani kami sampai tuntas”18 
Sedangakan Kelemahan merupakan sebuah keterbatasan atau kekurangan yang 
ada dalam suatu perusahaan, dengan adanya kekurangan ini bisa menjadi hambatan 
dalam berkembangnya suatu perusahaan. Tetapi kelemahan juga tidak menjadi alasan 
untuk sebuah perusahaan menjalankan programnya, kelemahan ini bisa menjadi 
motivasi bagi suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik.  
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Begitu pula pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani selain 
memiliki kelebihan terhadap beberapa produk yang ada, pasti terdapat kelemahan juga 
seperti pada produk gadai emasnya. Kelemahan dari produk gadai emas yang ada pada 
Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani seperti yang dikatakan bapak 
Khaeruddin : “Selain kelebihan dari produk gadai emas kami ada juga kelemahannya 
yaitu kami tidak menerima emas yang karatasenya dibawah 16, dan kami juga tidak 
menerima berlian serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gadai digital 
kami yang bisa booking melalui aplikasi, ditambah jaringan dan internet biasanya 
terganggu sehinggah transaksi kami kadang lambat”19 
Nasabah juga cukup merasakan kekurangan dari produk gadai emas yang ada 
di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. Wawancara dengan ibu Sari 
selaku nasabah : “Kalau dari segi kekurangannya yaitu dia tidak menerima semua emas 
apalagi emas dibawah 16 karatase, jadi kalau kita punya emas yang karatasenya 
dibawah 16 jaminan kita tidak diterima, dan kalau belum punya juga rekening di bank 
ini kita juga tidak bisa melakukan pinjaman gadai emas, hal ini berbeda dengan 
Lembaga lain yang langsung saja mengajuka gadai tanpa harus buka rekening” 20 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
kekuatan dari praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
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Yani yaitu produk ini dapat menjadi solusi bagi masyrakat untuk mendapatkan 
pinjaman secara cepat dan mudah sehinggah ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan 
untuk meningkatkan assetnya. Dikarenakan melihat situasi dan perkembangan dari 
produk tersebut yang dimana tiap tahunnya mengalami perkembangan.  
Sedangkan kelemahan dari produk rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang menjadi bahan 
jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan, 
sehinggah ini menjadi tantangan untuk pihak bank untuk lebih giat mensosialisasikan 
produknya kepada masyarakat. 
D. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  
Praktik pada produk rahn emas (gadai emas) yang ada di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani menggunakan akad qard dalam rahn dan akad 
ijarah sekaligus. Akad qard digunakan sebagai pengikat pembiayaan terhadap barang 
jaminan (rahn), dan ijarah sebagai sewa tempat jaminan atau biaya pemeliharaan 
terhadap barang jaminan.  
Praktik rahn emas (gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
Ahmad Yani juga tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti pada perusahaan 
pegadaian konvensional. Tetapi menggunakan perhitungan keuntungan melalui 





melakukan penambahan bunga terhadap pinjaman, nasabah cukup membayar biaya 
jasa untuk pemeliharaan emas dan biaya asuransi”21 
Dari data yang telah dipaparkan  sebelumnya melalui wawancara dengan 
Pawning Appraisal atau petugas gadai pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
Ahmad Yani bahwa penerapan akad yang digunakan dilihat dari perspektif ekonomi 
Islam. Seperti yang dikatakan bapak khaeruddin : “Selama ini dalam proses akad tidak 
ada masalah atau kendala, karena sudah sesuai Syariah dan melalui pemeriksaan atau 
penyaringan DPS”22 
Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan 
rukun dalam pembentukan akad rahn (gadai) emas. Pada penerapan akad rahn (gadai) 
emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah memenuhi rukun 
dan syarat yaitu rahin (yang menggadaikan), murtahin (penerima gadai), marhun 
(barang gadai), marhun bih (pinjaman), dan sighat (ijab dan qabul). 
a. Rahin  (orang yang menggadaikan) harus cakap hukum atau tamyiz yaitu 
mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani sendiri ketika melakukan akad, maka seorang rahin harus 
mempunyai identitas seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin 
Mengemudi) dan harus terdaftar sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia dalam 
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hal ini harus mempunyai rekening yang telah terdaftar dalam Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. 
b. Murtahin, dalam hal ini yaitu pihak Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani sebagai penerima gadai atau penyedia modal atau pinjaman dengan barang 
jaminan.  
c. Marhun, disini yaitu barang jaminan yang akan diserahkan rahin kepada murtain 
atau pihak nasabah kepada pihak bank berupa jaminan emas. 
d. Murtahin Bih, Setelah syarat diatas telah terpenuhi atau telah terjadi kesepakatan 
maka murtahin bih (pinjaman) akan diserahkan kepada pihak nasabah (rahin). 
Marhun bih di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani berbentuk 
uang yang boleh diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.  
e. Sighat (ijab dan Kabul), Setelah terjadi kesepakatan jumlah pinjaman yang akan 
diterima nasabah (rahin), maka bentuk ijab dan qabul atau transaksi dituangkan 
dalam bentuk Surat Bukti Rahn (SBR), yang dimana di dalamnya telah ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati beserta identitas kedua belah pihak.   
Kemudian untuk penggunaan akad qard pada Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani yaitu sebagai pengantar murtahin untuk memberikan pinjaman 
terhadap rahin. Berdasarkan dengan konsep akad modern yang pada dasarnya rahn 
Syariah berjalan diatas dua transaksi akad Islam. Pada akad qard digunakan sebagai 
kontrak akad sebelum akad rahn, serta dilengkapi dengan akad ijarah yang merupakan 
akad terakhir dalam transaksi gadai yaitu sebagai biaya pemeliharaan. Dalam hukum 





karena akad tersebut dilakukan secara terpisah yaitu akad qard sebagai akad untuk 
pinjaman uang yang kemudian akad rahn sebagai akad untuk penyerahan barang 
jaminan.  
Selanjutnya mengenai akad ijarah, dalam konsep gadai kombinasi akad dalam 
produk pembiayaan menimbulkan adanya biaya yang harus ditanggung nasabah 
termasuk ijarah. Pada gadai Syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan 
mengganti biaya itu menjadi biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Dalam 
transaksi gadai ijarah diartikan sebagai biaya jasa terhadap pemeliharaan barang 
jaminan.   
Dalam praktiknya, penetapan biaya sewa (ijarah) dalam transaksi rahn emas di 
Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara garis besar sudah sesuai 
dengan syariat hukum Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang 
dikenakan dalam rahin dihitung per 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan jatuh tempo. 
Rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah yang wajib dibayar pada 
saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan barang jaminan. Berikut tabel biaya tarif 
ijarah untuk per 4 bulan :  
Tabel 4.1 Tarif Biaya Titip23 
Gadai Cair Biaya Titip Per 4 Bulan 
Rp. 1.000.000 Rp. 72.000 
Rp. 5.000.000 Rp. 360.000 
                                                          





Rp. 10.000.000 Rp. 720.000 
Rp. 20.000.000 Rp. 1.200.000 
Rp. 50.000.000 Rp. 3.000.000 
Rp. 100.000.000 Rp. 4.400.000 
Rp. 250.000.000 Rp. 11.000.000 
 
Dan pada saat penebusan barang jaminan nasabah diwajibkan memeriksa 
barang terlebih dahulu untuk menghindari adanya permasalahan mengenai barang 
jaminan dikemudian hari hal ini sesuai dengan pernyataan Khaeruddin, menyatakan : 
“Apabila ada kerusakan emas selama proses penyimpanan atau penitipan, bank 
bertanggung jawab seutuhnya, dan diinformasikan ke nasabah dalam hal ini pada saat 
nasabah melakukan pelunasan atau sebelum meninggalkan bank nasabah dianjurkan 
untuk memeriksa terlebih dahulu emasnya untuk memastikan kondisi emas sesuai pada 
saat akad”.24 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulka bahwa pada praktik rahn emas di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah sesuai berdasarkan rukun dan 
akad rahn, yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, 
yaitu pada rukun pertama mengenai barang jaminan (marhun) yaitu barang yang 
memiliki nilai ekonomis seperti emas perhiasan dan logam mulia. Mengenai rukun 
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kedua, yaitu jumlah pinjaman yang diberikan tidak lebih dari harga nilai asli pada 
barang jaminan dan uang yang diberikan tersebut bersifat mengikat. Kemudian rukun 
terakhir yaitu shighat atau ijab dan qabul juga terpenuhi karena kedua belah pihak 
menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas 
transaksi rahn tersebut.  
Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang ada pada ketentuan 
hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani, jadi menurut pandangan hukum Islam praktik boleh 
digunakan.  
Praktik pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
Ahmad Yani menggunakan akad rangkap (‘uqud murakkabah / multi akad/ hybrid 
contract) yaitu penggabungan akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah. Akad 
qard adalah jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong. Kemudian akad ijarah 
adalah jenis akad tijarah atau mu’awadhah yang bersifat memperoleh keuntungan. 
Kedua akad ini merupakan akad mutanaqidhah yang artinya gabungan akad tabarru, 
dengan akad tijarah yang dimana penggabungan akad ini dilarang dalam syariat Islam 
karena memiliki prinsip yang berlawanan. Tetapi akad qard disini cuman digunakan 
sebagai pengikat terhadap akad rahn saja untuk penggabungan akad ijarah.  
Sedangkan pada penggabungan akad rahn dan ijarah yang berkaitan dengan 
ta’alluq yaitu dimana akad rahn saling bergantungan dengan akad ijarah, yang dimana 
Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia membolehkan praktik ini karena antara akad 





dari akad rahn yaitu barang jaminannya, sedangkan pada akad ijarah yaitu tempat 
sewanya atau tempat pemeliharaan. Bahkan akad ini sudah banyak diterapkan 
diberbagai Lembaga keuangan Syariah, seperti dalam perbankan syariah maupun pada 
pegadaian Syariah, karena dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.  
Hal ini juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menetapkan :  
Pertama :  
1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No. : 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). 
2. Onkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai 
(rahn). 
3. Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya didasarkan pada 
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) harus ditetapkan saat akad sebagaimana 
ujroh dalam akad ijarah. 
Kedua : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.25 
Berdasarkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, maka 
lembaga keuangan atau bahkan pegadaian Syariah yang menjalankan operasional rahn 
emas maka harus berpedoman pada fatwa tersebut. Dalam penelitian dapat disimpulkan 
                                                          





bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dalam pelaksanaan rahn 
emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang 
dalam hukum syariat Islam seperti maysir, gharar, dan riba. Karena pada praktiknya 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, meneliti 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik produk pembiayaan rahn emas (gadai emas) pada Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani relatif mudah yaitu nasabah harus 
mempunyai rekening dari Bank Syariah Indonesia tempat gadai, kemudian 
mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, lalu nasabah menyerahkan 
barang berupa emas pada officer gadai, emas ditaksir sesuai dengan harga emas 
pada hari itu, lalu penaksir memilih besarnya pembiayaan yang akan diterima 
dan portofolio yang diwajib dibayar oleh nasabah. dalam hal ini nasabah akan 
diberikan Surat Bukti Gadai Emas yang sudah tertera akad didalamnya. 
Kemudian nasabah menandatangani surat tersebut dan penaksir menyerahkan 
tanda terima barang, dan nasabah membawah slip penarikan uang diteller. Dan 
pelunasan bisa dilakukan selama 4 bulan sehabis jatuh tempo nasabah mampu 
mengajukan perpanjangan. Pada praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia 
menggunakan tiga akad yaitu : akad qard, akad rahn dan akad ijarah.  
2. Kekuatan dari produk rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 





mendapatkan pinjaman secara cepat, dikarenakan proses dan persyaratannya 
yang mudah serta biaya administrasinya yang terjangkau.  Sedangkan 
kelemahan dari produk rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang menjadi bahan jaminan 
serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan, 
sehinggah ini menjadi tantangan untuk pihak bank untuk lebih giat 
mensosialisasikan produknya kepada masyarakat. 
3. Pandangan Hukum Islam terhadap raktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah 
karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas 
seperti gharar, maysir, dan riba. Karena Kesesuaian antara aplikasi rahn emas 
pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada 
tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme 
penyelesaian barang jaminan. Serta praktik rahn emas pada Bank Syariah 
Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dan mengenai penggabungan akad 
diperbolehkan selama objek akadnya berbeda.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia dalam melakukan penjualan emas dan 
penjualan tidak dapat menutupi jumlah pinjaman serta nasabah tidak dapat 





harga penjualan mencukupi pinjaman karena dalam jual beli menimbung 
barang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. 
2. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan operasionalnya harus 
berpedoman pada prinsip Syariah dan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional. Jangan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan 
akan tetapi harus mentekadkan niat untuk tolong-menolong dalam kebaikan.  
3. PT. Bank Syariah Indonesia harus lebih giat dalam mensosialisasikan produk 
yang dimilikinya terutama pada produk rahn emas agar lebih banyak 
masyarakat yang mengetahui. Dan harus lebih berhati-hati untuk mencegah 
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Wawancara kepada Branch Officer (B0)  
1. Sejak kapan produk gadai emas tersebut diluncurkan di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani? 
2. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
3. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk gadai emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
4. Bagaimana penerapan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP 
Makassar Ahmad Yani? 
 
Wawancara kepada Pawning Appraisal (Petugas Gadai) 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia 
KCP Makassar Ahmad Yani? 
2. Bagaimana akad dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
3. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank 
Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
4. Bagaimana perhitungan dalam penaksiran gadai emas di Bank Syariah 
Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
5. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai 
emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
6. Apa alasan yang mendasari penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani? 
7. Bagaimana jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada perjanjian 





8. Barang jika dalam penjualan barang gadai tersebut harga barang melebihi 
jumlah pinjman yang diperoleh nasabah? 
9. Bagaimana kelebihan & kekurangan dari pelaksanaan/penerapan dari produk 
gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani? 
10. Bagaimana Tantangan yang dihadapi dalam penerapan produk gadai emas ini? 
11. Apa kelebihan & kekurangan dari produk gadai emas ini? 
 
Wawancara nasabah  




1. Visi misi dan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar 
Ahmad Yani 
2. Brosur produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad 
Yani 






Wawancara bersama Ibu Irawati, selaku BO (Back Officer) 

















Wawancara bersama Bapak Khaeruddin, selaku Pawning Appraisal 








Wawancara bersama Ibu Syamsiah, selaku Nasabah  








Brosur Gadai Emas  











Surat Bukti Gadai Emas 
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